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EAJIAN ERITIS YURIDIS TERHADAP DIKOTOMI FENGATURAN
FHA DAN PMDN DALAH UUPH INDONESIA

{Yon Sofwyar, SH.MH. dkk., Fakultss Hukum, 1894/1925)
ARSTRAE

UUPH pada dasarnys merupakan Undang-Undang ¥Yang memn-
-erikan  kesempatan, Jaminan, tasilitas, dan arahsn untuk
Rrselenggaranys kegiatan investesi. Haksad dan tujuan wang
zmikian di negars kita selama ini diimplementasikan mela-
11 dua bentuk Undang-Undang, waitu UUPMA dan UUFKDR . Dalam
il pembedsan ini, tidak ditemui adanys dssar pertimbangan
ing cukup jelas dan realistis dari pembust lIndang-Undang .

Eersgn-ragnan sikap pandang terhadap modal asing aki-
it. trauma kolonialisme, dapat menjadi latar belakang yang
iminan dalam mempertinbangkan politik hokom ¥ang ditempuh.
:putusan pembedsan itu  lebih nerupakan pemaksasn kehendak
itk memborikan "stempel” wang berheda ntars modal asing
i dengan modal dalam negeri. Hal ini tercermin dari pokok
thkok pengaturan ¥ang tidak jelas dan saling bertentangan
tbn sama lain dalam kedus HUPM tersebut . Akibatnys timbul
Ltkotomil pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Hasil penelitian nemperlihatkan, bahws dikotomi peng-
Airan itu  terjadi  dalam hal-hal; Lingkup pengertian PMA
i PMDN, Modal Asing dan Hodal Dalam Hegeri, Status Hukum
*Tusanaan, Bidang Usaha Penanaman Modal, Bentuk Fenveleng-
iraan PHA, dan sebagainva, Akibat adanyva dikotomi pengatur
t dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
‘giatan investasi. Padahal unsur kepastian hukom merupakan
rrtimbangan vang mendasar bagi suatn investasgi,

Oleh karena ituo dikotomi pengsturan ¥ang ada =elama
11 kiranya harus ditinjsu kembali. Bekomendsasi ini tidsk
ny¥a bertujuan untuk kepastian hukum investssi semata,
bih dari itu jugs bertujuan untuk mengantizipasi herbagai
cunderuongan dan  kendals internal maupun eksternal vang
@an dihadapi bangsa Indonesis dalam penvelenggaraan pemba-
unan nasional. Peningkatan daya s8ing  yang kits miliki
‘lalui aspek pengaturan investusi vang kondusif merupakan
lah =rtu jawaban yang tepat dalam upavas menghadapi persu-
Han yang semakin kompelitif dalam merebut investasgi,
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1. PERDAHULUAN

LATAR BELARANG PENELITLIAH

I April 1994, dimulainys FPembangunan Jenghka FPanJang
Fednzs (FJP I1) bangsa Indonesia. Tahap pembangunan yang
zalama ini telah dicananghkan sehagai era untuk menuntas-
kan preses Lingpsl lendas bagl Dangsa Indonesiaz.

15 april 19894, ditandstanganinya persetujuan tentang
fGeneral Agreement on Tariffs and Trads (GATTY oleh 124
negara di Harakesh (Maroko}. Tarcapzinye perselujuan ini
mengakhiri perundingan penjang negara-negara dslem bidang
perdsgengan global yang telah dimolai sejak tahun 1876 di
Funta del Este (Uruguay).

Dua momentosn penting ini  saral dengan bherbagai Kon-
sekuensi dan implikssinya terhadap panyelenggarsan pemba-
ngunan nasional, termasuk penbangunan dalam bideng hukam,
khususnya peda sektor Hokum Fkonomi. Salsh sstu diantera-
nva vang sangat relevan, vaitu berkenzan dengan ke tenmtuan
ketentuan Hokom Ekonomi di bidang investasi.

Nalam PELITA YI sebagai swal PJF 1I, pemerintah man-
Largetkan pertumbuahan investasi sebesar Bp. SED Leilyun.
Upaya pencapalan dan keherhasilannya buken henya merupa-
kan persoalan ekonoml semaia. Dalam upaya itm  jupgs ter-
kail persoalan-persoalan yuridis melalni berbagal aspek
pengaturannya, terutams persoalan Fang timbul dari keten-
tuan-ketentnan dasar investasi Yang terdapat pada Undang-

Unpdang Penanamsn Modal ¢UUPH Y [ndonesia,
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

hdanvs dikotomi dalam pengsturan penanaman modal di

onesia dapat dilinst dengan memperbandingkan ketentuan

ketentuan vang terdspet pada UUPMA dan dengan UUPHDN.
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jan wvuridis terhadep dikotomi dimaksud dilakukan mela-
spbetanst ketentusn yang sengaiur tentang

Lingkuo pengertian kegiaten INVeSTas1;

Lingkur pengertian modal vang diinvestasikan:

Status Huokum Perusahaan pelshku investasi)

Bidang Usaha vang diperkenankan: dan

Bentuk penvelenggsrsan invesTasi,

Selenghkapnys hasil penelitisn berikut pembahasannya

dapat disampaikan sebagszi berikot

AL

LINGKUF PEHGERTIAN FPHA DAN PHDR

Fenenanan Hodsl Asing (PHAY vang dimaksud UUZHA
hanvs meliputi penanaman modal asing langsung (direct
fpreign investment). Lebih dijelaskan lagi, dalam arti
cenilik modsl secars langsung menanggung resiko daril
penanasnan modsl veang dilakuEannys.

Dua pokok persoalan dari pengertian penenaman mno-

dal asing itu terkandune dalam makna kata "lsngsung’ -

i. UUSHA menetapkan pihsk investor terlibat langsung
dalan investasi: vang dilakukannye, baik keterlibat-
annye dalam hal peracdalan, pengelolaan, maupun Ju=

gg dalam hal pengawaSan.
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Adanve dikotoml pengstuoran vang membedakan keglatan
PHE dan dengan PHDH melalui UOPH  wang diberlskukan
zelama 1ni, sunZeuh sangaet tidek ocbiektif-rezlistis
dengan maksud dan tuiuvan vang hendak dicspeil. Gehsb
pembedaan pengaturan itu  lebih tTerkesan sebagal
"pemaksann kehendak” wvang "diada-adakan”  ketimbang
substensi cersoslennya. Dengan kata lein. hanva se-
kedar memberi "cap” vang berbeda antare model asing

dan dengan modal dalam negerl

Ronsekuensi wvuridis sxilbst dikotoml psngaturan yang
tidak objektif-realiistiz ity menimbulkan berbagai
kontroversl diantars ketentuan UUPHA dengan UUPHDE.
Eontroversial ity tentunya Jugs terjadl dalam pene-
rapan persturan veng tidak Jelas dan bahken sering
menbingungken . Akibatnya, kedua UIPH ituw sslams ini
dapat dikatakan tTidak efekitip. FPeranannyve sebagszi
Undang-Undeng delam bidang penanaman modal, tTelah
dismbil elih cleh berbagai kebiliskan esekutip wvang

cenderung merucehkzn kebijskesanazn reaktif,

Akibat lebih Jjasuh deri dikeotomi pengaturen ini ber-
kelanjutan pada timbulnwves ketidskpastian nukum ¥yaOg

justru dapat merugilkan kepentingan pemnbengunan eko-
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nomi  vang ditopangnya., Hilangnwya unsur kepastian
hukug tidak hanve sekedar menimbullan xersgu-ragaoan
bag! pihak vang ingin beripnvestasi, tapl Juds akan
semakin menvelut terjadinyvs praktel-prakied curang

delam bDerbagei kegiatan investasl 1Tt SSncirl.

erigan terisdinys globalisasi ekonomni duniz dewass
ini. makas ielss dikotomi pengsturan penanaman modal
vang kontroversisl ini semakin tidak dapat diperia-
qankan lagi. Arus medsl yang masul dan keluar split
untuk dikontrol dalam iklim investasi yang kondosii
Esces-batas negara semahin disbeiksn  oleh pars In-
vastor ., sewsabijanc overseas investment diangdgap zHan
iebih menguntungkan ketimbang meslakokah  perlussan
inveztesi di negars sendiri. EBankan uoava mensrik
pera investor esing dewase ini tidak lagi didomina-

=1 oleh negara-negara berkeabang salis

Persoalan investasi vang menjedi bDaromster dalam
perTunbuhar ekeonomi, bukanlah merupakan persoklan
ehornom: =emsts., Justro dzlam hel inilah diperlukat
kontribio=1 hokam melalul ezspshk pengaturannyva Fang
gapat nendorong tercipteoya ikliw investastl  vang
kondusif UDarn oleh dkarens ity dikotoml oeagsturan
investasi veng herlakuo selsma Ini, Tenzu tidek se-
iglsn dengan maksud-naksoed optimalisasi pesmantastan

modal asing bagi kepentingsn pembengunan nasional.
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